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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.87/Menhut-II/2014

TENTANG

PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN

HUTAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.63/Menhut-II/2011 telah ditetapkan
ketentuan tentang Pedoman Penanaman bagi
Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam
rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf
e Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-
II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan
Hutan, menyatakan pemegang persetujuan prinsip
penggunaan kawasan hutan wajib menyampaikan peta
lokasi rencana penanaman dalam rangka rehabilitasi
daerah aliran sungai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
kembali Peraturan Menteri Kehutanan tentang
Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan dalam rangka Rehabilitasi Daerah
Aliran Sungai;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38
Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 201,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4947);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 140 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan
Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan
Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5538);

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P
Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu II, sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P
Tahun 2014;

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013;

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 405) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.
33/Menhut-II/2012;

11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-
II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 327);

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-
II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan
Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 173).

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-
II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan



2014, No.1494 4

Ekosistem pada Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian
Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 987);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN
PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI
KAWASAN HUTAN DALAM RANGKA REHABILITASI
DAERAH ALIRAN SUNGAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Izin pinjam pakai kawasan hutan yang selanjutnya disingkat IPPKH
adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan guna
kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa
mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

2. Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian
kawasan hutan kepada pihak lain untuk kepentingan pembangunan
di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan
fungsi kawasan tersebut.

3. Persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan yang selanjutnya
disebut Persetujuan prinsip adalah persetujuan yang diberikan oleh
Menteri Kehutanan yang dibebani kewajiban yang harus dipenuhi
sebelum ditebitkan IPPKH.

4. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu
wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan
anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan
mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut
secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan
batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh
aktivitas daratan.

5. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah
upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan
fungsi Daerah Aliran Sungai sehingga daya dukung, produktivitas dan
peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap
terjaga.
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6. Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai oleh
pemegang IPPKH yang selanjutnya disebut Penanaman Rehabilitasi
DAS adalah penanaman di dalam dan di luar kawasan hutan yang
merupakan salah satu kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan sebagai upaya untuk memulihkan, mempertahankan
dan meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai sehingga daya
dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem
penyangga kehidupan tetap terjaga.

7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

8. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu,
yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

9. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur
tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instrusi air
laut dan memelihara kesuburan tanah.

10. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.

11. Jenis kayu-kayuan adalah jenis-jenis tanaman hutan yang
menghasilkan kayu untuk konstruksi bangunan, meubel dan
peralatan rumah tangga.

12. Jenis tanaman endemik adalah jenis tanaman asli yang
tumbuh/pernah tumbuh pada suatu daerah.

13. Jenis tanaman serbaguna (multi purpose tree species/MPTS) adalah
jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu antara lain
buah- buahan, getah, kulit.

14. Lahan kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan
hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan
media pengatur tata air DAS.

15. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai
yang selanjutnya disingkat RTk RHL-DAS adalah rencana indikatif
kegiatan RHL yang disusun berdasarkan kondisi fisik dan sosial
ekonomi serta budaya setempat dalam suatu unit ekosistem DAS/Sub
DAS atau wilayah DAS.

16. Rencana Pengelolaan Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat
RPRHL adalah rencana manajemen (management plan) dalam rangka
penyelenggaraan RHL sesuai dengan kewenangan pemerintah,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai peraturan
perundangan yang berlaku.


